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MOTTO 
 
 َنأ َٰٓ َِّلَإ ِلِط ََٰبْلِٱب مَُكىَْيب مَُكل ََٰىَْمأ ۟ا َُٰٓىلُْكَأت َلَ ۟اُىىَماَء َهيِذَّلٱ اَهَُّيأ
َٰٓ ََٰي ٍضاََزت هَع ًةَز ََِٰجت َنىَُكت
اًميِحَر ْمُِكب َناَك َ َّللَّٱ َِّنإ ۚ ْمُكَُسفَوأ ۟ا َُٰٓىُلتَْقت َلََو ۚ ْمُكى ِّم 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
(Q.S. An Nisa:29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
x 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
xi 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 ( ِـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xii 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
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2. ميق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
xiv 
 
2. لّصن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
xv 
 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وله للها نإوينقشاسنايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
xvi 
 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Arizka Diah Hkorzela, NIM: 152.111.033, “Pajak Pertambahn Nilai (PPN) 
Perspektif Maṣlaḥah Mursalah” 
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap 
pertambahan nilai dari jasa atau barang dalam peredarannya dari pihak produsen 
ke pihak konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Bagaiama 
pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, dan melihat relevansi dari 
Pajak Pertambahan Nilai ditinjau dari Maṣlaḥah Mursalah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang mengkaji tentang 
Pajak Pertambahan Nilai perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Penelitian ini 
mengambil data-data dari beberapa literatur dan juga UU Pajak Pertambahan Nilai 
Nomor 42 Tahun 2009 dengan metode dokumentasi. Teknis analisis data 
dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji dan mengkaitkan 
data-data yang telah didapat untuk menemukan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai 
sudah sesuai dengan maṣlaḥah mursalah, karena pelaksanaan PPN mendatangkan 
maṣlaḥah untuk kehidupan manusia secara utuh menyeluruh dan menjauhkan atau 
menolak ke-mudharat-an; PPN kepentingannya untuk kepentingan masyarakat 
umum; dan PPN tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam 
Alquran atau Sunnah Rasulullah SWT. Untuk itu karena demi menjaga ke-
maṣlaḥat-an umat dan menolak kerusakan/hambatan pemeritah mengambil dan 
melaksanakan kebijakan tersebut. 
 
Kata Kunci : PPN, Pajak, Maṣlaḥah Mursalah. 
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ABSTRACT 
 
Arizka Diah Hkorzela, SRN 152.111.033, Value Added Tax (VAT) of the 
Maṣlaḥah Mursalah Perspective. 
 
 Value Added Tax is a tax that is imposed on any value added of services 
or goods in circulation from the producer to the consumer. The purpose of this 
study is to find out: How to implement Value Added Tax in Indonesia, and see the 
relevance of Value Added Tax in terms of the Maṣlaḥah Mursalah. 
 This research is a library research, which examines the Value Added 
Tax perspective of the Maṣlaḥah Mursalah. This study takes data from several 
literatures and also the Value Added Tax Law No. 42 of 2009 using the 
documentation method. Technical data analysis is done by descriptive qualitative, 
namely by studying and linking data that has been obtained to find conclusions. 
 The results of this study explain that the Value Added Tax is in 
accordance with the problematic problem, because the implementation of VAT 
brings a problem for human life as a whole and keeps away or rejects harm. VAT 
interests for the benefit of the general public; and VAT does not contradict the 
provisions in the Qur'an or Sunnah Rasulullah SWT. For this reason, in order to 
protect the welfare of the people and reject the damage / obstacles the government 
takes and implements the policy. 
 
Keywords : VAT, Tax, Maṣlaḥah Mursalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Setiap manusia pasti mendambakan ke-maṣlaḥat-an, khususnya 
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan ras, 
itulah sebabnya Alquran diturunkan dengan berisi aturan-aturan yang ada 
di dalamnya untuk menjadi pedoman bijak yang membawa kemaslahatan 
bagi umat manusia. Aturan-aturan yang berada di dalamnya untuk menjadi 
pedoman bijak yang membawa ke-maṣlaḥat-an bagi umat manusia, baik 
dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Salah satu aspek dalam Alquran 
adalah Sedekah (zakat) yang dalam aturan ketatanegaraan berevolusi 
menjadi pajak yang sejatinya bertujuan untuk kebahagiaan dan ke-
maṣlaḥat-an rakyatnya.1 
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, hampir 
sebagian besar negara di dunia menggantungkan pajak sebagai sumber 
utama pendapatannya, termasuk Indonesia. Tidak ada negara otoriter 
maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda 
kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar, negara tegak; pajak 
diboikot, negara ambruk. Oleh sebab itu, visi dan bentuk negara akan 
sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama 
                                                             
1
 .Nailul Rifqi, “Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam konsep perpajakan di 
Indonesia,” Jurnal jurusan Ushuludddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang. 
2 
 
“pajak” itu diberi makna. Konsep yang di berikan masyarakat terhadap 
pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.
2
 
Di Indonesia, perpajakan diatur oleh Kementrian Keuangan 
melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak yang merupakan sumber 
pendapatan negara dialokasiakan untuk pembangunan nasional seperti 
penegakan hukum, pekerjaan publik, subsidi, operasional negara, 
membayar bunga utang, jaminan kesejahteraan, dan pelayanan publik.
3
 
Pada diri manusia terdapat kekurangan yang antara satu dengan 
lainnya berbeda adanya perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam 
kemungkinan berusaha dalam mendapatkan rezeki Allah. Karenanya 
dalam mendapatkan rezeki ada yang terlebih dana dan pula yang 
berkekurangan. Di jelaskan dalam an Nahl:71 dan al Isra‟:30 yaitu adanya 
kekurangan kelebihan dalam rezeki ini tidak dapat dijadikan faktor 
pemisah anatara sesama manusia, tetapi sebaliknya faktor perbedaan itu 
dijadikan sebab saling berhubungan dan mendapatkan kelebihan rezeki 
memberikan bantuan kepada orang yang berkurangan. Dalam rangka 
inilah Islam mensyariatkan lembaga zakat.
4
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Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada 
setiap pertambahan nilai dari jasa atau barang dalam peredarannya dari 
pihak produsen ke pihak konsumen.
5
 
Jika beberapa barang dikenakan pajak maka harganya bisa akan 
sangat meningkat sekali tergantung dengan berapa harga asli dari barang 
tersebut. Untuk itu sudah menjadi peran pemerintah dalam melakukan 
perekonomian menggunakan pajak. Masyarakat yang baik pasti juga 
memahami bahwa sebenarnya pajak adalah sebuah hal yang sangat penting 
dan harus di bayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
6
 
Selain itu sebenarnya PPN ini memiliki manfaat yang sangat besar 
sekali. Berikut ini adalah manfaat PPN antara lain: pajak ini akan turut 
memberikan perubahan dalam negeri kita seperti ikut dalam menjadi dana 
bantuan pembangunan; untuk membayarkan biaya perjalanan barang; 
menjadi sumber devisa bagi negara; menjadi dana untuk ketahanan 
negara.
7
 Pembayaran pajak ini sebenarnya sangat penting sekali karena 
memang bisa membantu kita dalam mengembangkan segala fasilitas yang 
ada dalam negeri kita. Jadi pembayaran yang tepat waktu akan membantu 
pemerintah dalam membuat fasilitas yang baru.
8
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Namun dalam keempat undang-undang tersebut ternyata tidak 
ditemukan adanya definisi tentang pajak. Hal ini tampaknya terkait dengan 
definisi pajak itu sendiri, di mana jika ia didefinisikan, akan terlihat bahwa 
pajak itu sebenarnya hanya alat kepentingan penguasa.
9
 
Pasal 7 ayat 2 UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN menyatakan 
bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang di kenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, 
Barang Kena Pajak Berwujud yang di ekspor; Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari daerah Pabean yang di manfaatkan diluar Daerah Pabean; 
atau Jasa Kena Pajak yang di ekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang di 
serahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan 
bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean, di kenai 
Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif (nol persen). Pengenaan tarif 0% 
tidak berarti dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, 
Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat di 
kreditkan.
10
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5 
 
Pasal 7 ayat 3 UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN menyatakan 
bahwa berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau 
peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi 
wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 
5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap 
memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Pendapatan 
dan Belanja Negara.
11
 
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia masuk dalam jenis pajak 
yang seharusnya diketahui oleh semua warga negara. Karena pada 
akhirnya semua warga negara akan sangat wajib sekali membayar pajak 
sesuai dengan kebutuhan mereka yang akan menggunakan uang. Untuk itu 
pembayaran ini memang harus diwajibkan karena jika tidak, pasti tidak 
akan ada orang yang membayar pajak ini. Bahkan mulai dari hal kecil saja 
sebenarnya kita sudah membayar pajak.
12
 
Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan 
rumusan tentang Negara memiliki kewenangan untuk menuntut orang-
orang kaya agar membantu masyarakat yang miskin. Sebab, negara adalah 
yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat 
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nya yang di alokasikan untuk sektor-sektor tersebut bisa mencukupi 
dengan cara memberlakukan kewajiban pajak yang adil.
13
 
Para ulama, sepakat bahwa sebagian hak penguasa setelah 
bermusyawarah dengan para pakar dan ilmuwan yang mumpuni, adalah 
kewajiban pajak kepada golongan orang kaya dan mampu menutup 
kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat, serta bisa menimbulkan 
kecemburuan sosial.
14
 
Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti 
sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 
madharat (kerusakan). Sedangkan Al-Khawarizmi memberikan definisi 
yang hampir sama dengan Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara‟ 
(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari 
manusia. Yang mejadi tolok ukur Al-Ghazali dan Khawarizmi adalah 
kesesuaian dengan maksud syariat, bukan pertimbangan dan kepentingan 
subjektif atau hawa nafsu. Apabila sesuai dengan maksud syariat, maka 
hal itu termasuk kebaikan (maṣlaḥah), dan apabila bertentangan, maka hal 
itu adalah madharat (mafsadat). Seluruh upaya untuk menolak mafsadat 
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atau yang bertentangan dengan maksud syariat adalah maslahat itu 
sendiri.
15
 
Maka al-maṣlaḥah al-mursalah menurut Al-Ghazali dalam kitab 
al-mustasyfa yaitu: “Apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya 
dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak 
ada yang memperhatikannya”.16 
Menurut Hamid al-Halim memberikan rumusan: “Masalah yang 
tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk 
memperhatikannya. Sedangkan menurut al-Shatibi, al-maṣlaḥah al-
mursalah yaitu maṣlaḥat yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang 
mendukung kebenarannya atau membatalkannya dan ia sesuai dengan 
syara’.17 
Dari beberapa pandangan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa 
al-maṣlaḥah al-mursalah adalah sebuah pendekatan dalam merumuskan 
kesimpulan (istinbat) hukum dari nash. Rumusan hukum tersebut 
senantiasa mempertimbangkan aspek maṣlaḥat dan menolak mudharat 
untuk melahirkan pedoman bijak dalam menata kehidupan manusia untuk 
mencapai kedamaian didunia dan keselamatan di akhirat kelak.
18
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Pungutan PPN dirasa sangat memberatkan untuk di pungut bagi 
masyarakat. Karena apabila di lihat dari keadilan distribusi beban pajak. 
Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditi menyebabkan 
golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak 
yang sama atau justru lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 
berpendapatan tinggi. Apabila hal ini terjadi berarti sistem PPN justru 
kurang mencerminkan keadilan. Beban PPN lebih banyak ditanggungkan 
oleh masyarakat golongan pendapatan rendah.
19
 Pengenaan PPN 
dikenakan kepada seluruh golongan masyarakat, maka dari itu golongan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah akan terkena pungutan dari PPN 
sehingga mereka akan mempunyai beban lebih. Pengenaan pajak pada 
sejumlah jenis barang berada pada harga diatas sewajarnya. 
Dengan demikian, pengertian pajak (dharibah) tetaplah “beban 
tambahan”, yang di pikul kepada kaum Muslim, untuk kepentingan 
mereka sendiri yaitu kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh negara dari 
sumber-sumber yang utama, dan sumber perdapatan sekunder lainya.
20
 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tidak diketahui kejelasan 
pengkonsumsian barang ataupun jasa baik yang halal ataupun yang haram. 
Mayoritas negara Indonsia adalah muslim maka instrumen pajak harus di 
ukur dengan perspektif mayoritas muslim. Pemerintah dalam mengatur 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia apakah benar untuk 
kemaslahatan rakyatnya dan hal itu apakah sudah sesuai dengan konsep 
pajak dalam Islam serta tergolong ke dalam maṣlaḥah mursalah. Sehingga 
apakah PPN dimata hukum maṣlaḥah atau tidak. Maka dari itu penulis 
tertarik menganalisis melalui tinjauan maṣlaḥah mursalah. 
Berdasarkan beberapa hal alasan-alasan di atas mengharuskan 
kenapa ini di tulis. Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus 
mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak 
menurut pemahaman Islam sehingga apa-apa yang dibayar memang 
termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt (ibadah). 
Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya bukan termasuk ibadah.
21
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
menulis skripsi dengan judul “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 
PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka 
dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang 
akan dikaji diantaranya : 
1. Bagaimana pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? 
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2. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap pelaksaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Pembahasan dalam penelitian ini secara umum bertujuan untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). Selanjutnya, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang 
jelas mengenai hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
b. Untuk mengetahui maṣlaḥah mursalah terhadap pelaksanaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 
bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan 
pemikiran dari penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan 
bagi penulis khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Adapun 
manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Manfaat yang bersifat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan. Yaitu pegetahuan tentang perpajakan di Indonesia, 
khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
 
11 
 
2. Manfaat yang bersifat praktis 
a. Dapat memberi pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana 
Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan 
sebagaimana bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk 
menjadi pedoman bagi masyarakat. 
 
E. Kerangka Teori 
Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, 
menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang 
dijumpai dari hasil penelitian.
22
 Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti 
di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum 
melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap 
suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. 
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Definisi pajak dari Adriani : “Pajak adalah iuran kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali 
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintah”23 
Pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang 
terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Sistem 
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pemungutan pajak adalah dimana Wajib Pajak harus menghitung, 
membayar, dan melapor jumlah pajak yang terutang.
24
 
Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan 
timbulnya kewajiban pajak, oleh Adriani pajak dibedakan antara Pajak 
Subjektif dan Pajak Objektif. Adapun yang dimaksud dengan Pajak 
Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat 
ditetukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun 
untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada 
keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak 
Penghasilan.
25
 
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan dalam hal 
adanya, penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean (DP) yang 
dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud 
dari luar DP di dalam DP, pemanfaatan JKP dari luar DP di dalam DP, 
atau ekspor BKP oleh PKP.
26
  
2. Maṣlaḥah Mursalah 
Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang landasan teori yang 
perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan 
memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian ini adalah teori 
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maṣhlaḥah mursalah untuk menganalisa Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN).  
Kata “maṣlaḥah” berakar pada s-l-h; ia merupakan bentuk masdar 
dari kata kerja ṣalaḥa dan ṣaluḥa, yang secara etimologis berarti; 
manfaat, faedah, bagus, baik patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang 
ilmu ṣaraf (morfologi), kata “maṣlaḥah” satu wazn (pola) dan makna 
dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (maṣlaḥah dan manfa’ah) telah 
di-Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat‟.27 
Secara bahasa maṣlaḥah berarti manfaat, faidah, bagus, baik, 
kebaikan, guna atau kegunaan. Maṣlaḥah juga berarti sesuatu yang baik. 
Al-Gazali dalam karyanya al-mustasyfa memberikan devinisi kosep 
maṣlaḥah, menurutnya yang dimaksud dengan maṣlaḥah adalah 
memelihara tujuan syara’ atau hukum Islam dan tujuan yang hendak 
dicapai oleh Pencipta syara’ (Allah swt) yaitu memelihara agama, jiwa 
akal, keturunan, dan harta. 
28
  
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maṣlaḥat 
artinya suatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.Sedangkan 
“ke-maṣlaḥat-an” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. 
Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan” 
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guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan/lawan kata 
“mudarat” yang berarti rugi atau buruk.29 
Dalam bahasa Arab, kata maṣlaḥah, selain merupakan bentuk 
maṣdar juga merupakan ism, yang bentuk jamak (plural)-nya adalah 
maṣlaḥah. Dalam Kamus Lisan al-„Arab disebutkan bahwa al-maṣlaḥah, 
al-ṣalâḥ; wa al-maṣlaḥah wâhidat al-maṣaliḥ (al- maṣlaḥah al- ṣalâḥ ; 
dan maṣlaḥah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tanggal dari 
kata maṣaliḥ). Makna al-ṣalaḥ (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata 
al-fasâd (kerusakan). Jadi, kata maṣlaḥah adalah bentuk tunggal  dari 
kata maṣaliḥ; dan makna al-istiṣlah ialah mencari maslahat, memandang 
maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan; ia merupakan kebalikan 
dari kata al-istifsâd yang berarti memandang buruk/ rusak, mendapatkan 
keburukan/kerusakan. Dalam Kamus al-Miṣbâḥ al-Munir dinyatakan 
bahwa kata ṣaluḥa lawan kata dari fasada dan bentuk maṣdar-nya ialah 
ṣalâḥ dan maṣlaḥah yang berarti khair wa ṣawâb (baik dan benar); dan 
bentuk jamaknya ialah maṣaliḥ.30 
Sedangkan maṣlaḥah mursalah adalah metode penetapan hukum 
berdasarkan ke-maṣlaḥah-an universal sebagai tujuan syara’, tanpa 
berdasar secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika 
terdapat nas-nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna berarti ia 
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menjadi qiyas, tetapi jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya 
secara langsung, berarti ia menjadi batal.
31
 
Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara’, maṣlaḥah 
mursalah disamakan dengan istihsan bi al-darûrriyah. Imam malik 
memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis ke-maṣlaḥat-
an manusia, yakni darûrriyyãh, hãjiyyãh, dan tahsîniyyah. Maṣlaḥah 
mursalah berlandasan pada ke-maṣlaḥat-an yang bersifat darûrri, yakni 
memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta.
32
 
Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan ke-maṣlaḥah-an, dibagi 
menjadi tiga bagian atau stratifikasi yaitu, maṣlaḥah al-dharûrriyãh 
(primer) yang artinya al-maslahah yang ditanggung oleh segala 
perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan 
manusia didunia; sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah 
kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis al-
maslahah (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan 
diri/keturunan, dan harta kekayaan). maṣlaḥah al-hãjiyyãh (sekunder) 
artinya ke-maṣlaḥat-an yang dikandung oleh segala perbuatan dan 
tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesusksesan 
bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. Sedangkan maṣlaḥah 
al-tahsîniyyãh (tersier) artinya maṣlaḥah yang dikandung oleh segala 
                                                             
31
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm.279.   
32
 Ibid., hlm.280.  
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perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan 
kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.
33
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Tinjauan pustaka merupakan kajian peneliti sebelumnya yang 
pernah dilakukan membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan 
dari penelitian sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 
beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang Pajak, antara 
lain: 
Jurnal M.Nailul Rifqi, Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas 
Ushuludddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang yang berjudul: “Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam 
konsep perpajakan di Indonesia”. Yang di tulis M.Nailul Rifqi 
menguraikan tentang konsep perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian 
apakah bahwa Pemerintah dalam mengat  ur perpajakan di Indonesia 
bertujuan untuk pembangunan nasional yang intinya untuk ke-maṣlaḥat-an 
rakyatnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 
penelitian akan meneliti Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai apakah 
sudah sesuai dengan Maṣlaḥah Mursalah atau tidak, sedangkan dalam 
penelitian sebelumnya adalah penelitian mengenai konsep perpajakan di 
Indonesia dengan pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah. 
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 Aswami. Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, Edisi 1, 2011),hlm. 129. 
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Jurnal Cindy R.E Lalujan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 
Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul: “Analisis Penerapan 
Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Agung Utara Sakti Manado”. Cindy 
R.E Lalujan menjelaskan dalam penelitiannya yang dilakukan adalah 
didalam perhitungan PPN pada perusahaan sudah sesuai belum dengan 
UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya maupun 
pelapornya. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan 
apakah selalu tepat waktu dan apakah tidak pernah terlambat dan demikian 
juga dengan penyampaian SPT Masa PPN. Perbedaan dengan penelitian 
yang akan penulis teliti adalah penulis lebih merujuk kepada hukum Islam 
dalam Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah untuk meneliti pelaksanaan Pajak 
Pertambahan Nilai.
34
 
Jurnal Heru Purwanto, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang yang berjudul: “Kebijakan Pengampuan Pajak di 
Indonesia : Studi Analisis Maṣlaḥah Mursalah”. Yang di tulis oleh Heru 
Purwanto adalah lebih menekankan pada perbedaan pendapat diatara 
tokoh-tokoh islam, karena di Indonesia bukan negara Islam, maka apakah 
masih ada kewajiban umat Islam dalam hartanya setelah mereka 
mengeluarkan zakat (atas hartanya). Sedangkan perbedaan dari penelitian 
penulis adalah penulis akan meneliti tentang pelaksanaan Pajak 
Pertambahan Nilai di tinjau dengan hukum Islam yaitu menggunakan  Al-
                                                             
34
Cindy R.E Lalujan, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Agung Utara 
Sakti Manado, Jurnal EMBA  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitan Sam Ratulangi 
Manado, Vol.1 No.3 Juni 2003,  Hal 140-149. 
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Maṣlaḥah Al-Mursalah. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang 
kebijakan pengampuan Pajak di Indonesia studi analisis Maṣlaḥah 
Mursalah
 
.
35
 
Skripsi Siswanto 2015, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul 
:”Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Perspektif Hukum 
Islam”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswanto adalah 
dikemukakan bahwa penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan apakah 
sudah sesuai dengan konteks syariat Islam atau belum, perbedaan dalam 
penelitian ini adalah penulis akan meneliti tentang pelaksanaan Pajak 
Pertambahan Nilai di tinjau dalam Maṣlaḥah Mursalah. 
Dari semua penelitian diatas dapat kita katakan yang menjadi 
pembeda antara penelitian diatas yaitu titik fokus permasalahannya. 
Dimana dalam penelitian ini akan melihat pelaksanaan dari Pajak 
Pertamabahan  Nilai (PPN) dengan kajian ushul fiqih, melalui teori 
maṣlaḥah mursalah. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang 
metode-metode penelitian, dengan kata lain metode penelitian adalah 
pengetahuan tentang berbagai metode yang di pergunakan dalam 
                                                             
35
 Heru Purwanto, Kebijakan Pengampuan Pajak di Indonesia : Studi Analisis Maslahah 
Mursalah, Jurnal Hukum dan Syariah, (Malang) Vol. 8 No.2, 2017, hlm.209-210. 
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penelitian.
36
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dimana penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan, menafsirkan) 
dan cenderung menggunakan analisis. Berbagai hal yang menjadi bagian 
metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 
kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan karena sumber-
sumber data-datanya, baik yang primer maupun sekunder semuanya 
berasal dari karya tulis yang dipublikasikan.
37
 Hal itu dilakukan karena 
tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk memenuhi hasrat 
keingintahuan penulis, seperti yang diungkapan oleh Sugiyono bahwa 
penelitian secara umum memiliki tujuan yang bersifat penemuan yaitu 
data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah data yang betul-
betul baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, bersifat 
pembuktian yaitu data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan 
keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan bersifat 
pengembangan yakni memperdalam dan memperluas pengetahuan 
yang telah ada.
38
 
                                                             
36
 Sofyan, Metodologi Penelitian Hukum Ilsam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 
hlm.3.  
37
 Muh. Nazar, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.58 
38
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2008), hlm.3 
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2. Sumber Data 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data 
primer dan sekunder. Data primer yang di peroleh dari UU Pajak 
Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dan data sekunder yang 
diperoleh dari literatur-literatur dalam bentuk penelitian (skripsi, 
jurnal, dan disertai) maupun dari jurnal-jurnal yang relevan dengan 
tema yang diangkat dalam penelitian tersebut serta beberapa laporan 
dari Dirjen Pajak melalui website yang ada. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan atau informasi yang digunakan adalah 
metode dokumentasi, yaitu sesuatu yang tertulis atau tercetak. Yang 
dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.
39
Dalam pengumpulan 
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan 
metode dokumentasi yaitu pengumpulan buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi tesis, media cetak maupun 
karya tulis lainnya yang berkaitan dengan fokus bahasan penelitian 
tersebut. Kemudian dilakukan studi literer dengan membaca, 
memahami dan melakukan identifikasi serta membanding data-data 
yang diperoleh. Selanjutnya akan dianalisa dengan komprehensif dan 
dituangkan dalam bab maupun sub bab. 
 
 
                                                             
39
 Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 
hlm.256. 
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4. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang terkumpul penulis terlebih 
dahulu menyajikan data-data yang valid. Kemudian juga memaparkan 
asumsi-asumsi terkait dampak positif maupun negative dari fokus 
penelitian. Kemudian penulis akan menguji dan menyelaraskan dengan 
konsep atau teori maṣlaḥah mursalah, apakah peristiwa tersebut baik 
atau tidak untuk dilaksanakan. 
Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni digunakan 
dalam mencari dan mengumpulkan data, meyusun dan menggunakan 
serta menafsirkan data yang sudah ada.
40
 Tujuan dari metode tersebut 
yaitu untuk memberi deskriptif terhadap objek yang diteliti yaitu 
menggambarkan tentang perspektif maṣlaḥah mursalah tentang Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam penyususnan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima 
bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling 
berkaitan.untuk itu agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini 
penulis membuat sistematika pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab 
yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar 
pustaka. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut : 
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 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), hlm. 103. 
22 
 
BAB  I PENDAHULUAN , Pada bab ini berisikan pendahuluan 
yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya dan 
sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian yang cakupannya 
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 
penulisan dan daftar pustaka. 
BAB II TINJAUAN UMUM PAJAK DAN MAṢLAḤAH 
MURSALAH, Pada bab ini berisikan menguraiakan tentang tinjauan umum 
tentang pajak, Pengertian pajak, fungsi pajak, hukum pajak, teori 
pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, syarat 
pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang 
pajak dan tinjauan umum seputar Maṣlaḥah Mursalah yang kemudian 
teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data-data yang 
tersaji.  
BAB III TINJAUAN TENTANG PPN, Pada bab ini penulis akan 
menguraikan tentang Pajak Pertambahan Nilai secara umum, Pengertian 
Pajak Pertambahan Nilai, dasar pengenaan PPN, perhitungan PPN beserta 
pengkreditannya, pemungutan PPN, subjek dan objek PPN, faktur pajak, 
fasilitas PPN dan beserta Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan 
Nilai. 
BAB IV ANALISIS DATA, Pada bab ini berisikan tentang analisis 
data yang meliputi konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melihat 
23 
 
relevansi dari diberlakukannya PPN dengan menggunakan pandangan teori 
maṣlaḥah mursalah yang sehingga akan ditarik sebuah kesimpulan. 
BAB V PENUTUP, Pada bab ini berisi penutup yang memuat 
tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 
penulis bagikan kepada pembaca. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PAJAK DAN MAṢLAḤAH MURSALAH 
 
A. Pajak 
1. Definisi Pajak dan Unsur Pajak 
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pajak memiliki 
makna iuran yang dibayar oleh rakyat sebagai sumbanagan kepada 
Negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macamnya 
menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti bumi 
(tanah), jalan kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan 
(penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, rumah tangga, 
tontonan, upah.
1
 
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum meneurut 
soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya 
undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara 
untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, 
negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut 
harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan 
hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 
berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian 
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak 
sebagai pembayar pajak.
2
 
                                                             
1
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 
2007), hlm.822.  
2
 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2016), hlm.1. 
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Bagi negara, pajak adalah satu sumber penerimaan penting 
yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik 
pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi 
perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba 
bersih.
3
 
Rochmat Soemitro,S.H merumuskan definisi pajak sebagai 
berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektor 
publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 
tidak mendapatr imbalan (tegenprstati) yang secara langsung dapat 
ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan 
yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah 
untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.4 
 
Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya 
pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.
5
 
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan 
istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar (dharaba, yadhribu, 
dharban) yang artinya: mewajibkan, menerangkan atau membebankan, 
dan lain-lain.
6
 
Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagaimana salah satu 
pemasukan paling penting bagi sebuah negara,banyak ahli ekonomi 
                                                             
3
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia…, hlm.822. 
4
 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai PPN, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada,2015), hlm .2. 
5
 Ibid. 
6
 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.28. 
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mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut disajikan 
pendapat para ahli mengenai pajak.
7
 
Definisi pajak menururt Smeets dalam bukunya de Economische 
Betekenis der Belastingen,1951 adalah prestasi kepada pemerintah 
yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan 
(menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya 
kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat 
individual; maksudya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah.
8
  
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat 
Soemitro, SH:
9
 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
unsur-unsur:
10
 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut 
berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang. 
                                                             
7
 Hery Purwanto, Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, (Jakarta: Erlangga, 2010), 
hlm.6. 
8
 Ibid.   
9
 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Edisi Revisi, C.V Andi Offset, 2011), hlm.1. 
10
 Ibid.    
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Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2. Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan 
negara. Berdasarkan hal tersebut pajak mempunyai beberapa fungsi,
11
 
antara lain: 
a. Fungsi penerimaan (budgeter) 
Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor 
publik, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat Budgeter 
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas 
negara.
12
 Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maka dari hasil ini dapat 
digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. 
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Dari segi pengertian di atas, yang dimaksud dengan 
memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas Negara berdasarkan 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah: pertama, jangan 
sampai ada wajib pajak subjek pajak yang tidak memenuhi 
sepenuhnya kewajiban perpajakan, kedua, jangan sampai ada objek 
pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus, dan 
ketiga, jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari 
pengamatan atau perhitungan fiskus. 
b. Fungsi Mengatur (regulator) 
Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang 
keuangan dan fungsi pengaturan ini ditunjukan terhadap sektor 
swasta.
13
 
Ada dua cara dalam melaksanakan fungsi umum oleh fiskus, 
yaitu: 
1) Cara umum yaitu cara yang dilakukan dengan menggunakan 
tarif-tarif pajak yang dimaksud untuk mengadakan perubahan-
perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang 
merupakan presentase atau jumlah yang dikenakan terhadap 
basis pajak (tax base), yang berlaku secara umum dijadikan 
instrument perwujudan fungsi pajak ini. 
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2) Cara khusus yaitu pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak 
yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua yakni 
yang pertama bersifat positif: dalam keadaan ini biasanya 
pemeritah memberikan fasilitas perpajkan yang antara lain 
dapat berupa: pemberian kelonggaran yang berbentuk tax 
holiday (pembebasan pajak) dan keringanan pajak, mngadakan 
afschrfing (penghapusan), pemberian pengecualian-
pengecualian, pemberian pengurangan-pengurangan, 
kompensasi-kompensasi. Yang kedua bersifat negative yaitu 
merupakan cara mengatur dengan maksud untuk mencegah 
atau mengalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan 
masyarakat kearah tujuan tertentu. Tindakan pemerintah yang 
demikian itu dapat dipandang sebagai sebuah des incentive tax. 
Upaya des incentive tax yang dilakukan pemerintah 
dapat berfungsi sebagai: pemberian hambatan-hambatan, 
pencegahan atas pemakaian dan pemasukan, pemberantasan-
pemberantasan khusus. 
Selain fungsi pajak sebagaimana diatas, menurut 
Ma‟rie Muhammad fungsi pajak di negara berkembang seperti 
Indonesia adalah pajak merupakan alat utuk mendorong 
investasi, pajak merupakan alat redistribusi.
14
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c. Fungsi Stabilitas 
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga 
stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga 
laju inflasi dapat dikendalikan. 
d. Fungsi Redistribusi 
Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur 
pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari 
adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. 
e. Fungsi Demokrasi 
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-
royong. Fungsi ini dikaitkan dnegan tigkatan pelayanan pemeritah 
kepada masyarakat pembayar pajak. 
3. Jenis-jenis Pajak 
a. Berdasarkan Wewenang Pemungutan 
1) Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dari digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara.
15
 Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
serta Bea Meterai.
16
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2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungut oleh 
Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah.
17
 Daerah dibagi ada tiga tingkatan, yaitu 
Provinsi, Kabupaten, dan Desa. Desa adalah kota kecil, seperti 
halnya Negara atau Marga, yang berhak mengatur rumah 
tangganya sendiri (otonom). Di luar itu tidak ada lagi daerah di 
Negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan 
(status) lain.
18
 
Pajak Daerah terdiri atas;
19
 
1) Pajak Propinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan. 
2) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak 
Parkir, dan pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan   
Peraturan Daerah dengan syarat: 
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a) Bersifat pajak dan bukan Retribusi; 
b) Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah Daerah 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai 
mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani 
masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan; 
c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum; 
d) Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Propinsi 
dan atau Pajak Pusat; 
e) Potensinya memadai; 
f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative; 
g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 
masyarakat; 
h) Menjaga kelestarian. 
b. Berdasarkan Administrasi dan Pembenaan 
1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain.
20
 Menurut pengertian secara Administrasi 
pajak langsung adalah berakhir (surat ketetapan pajak) dan 
dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu 
misalnya setiap tahun). Sedangkan menururt ekonomis pajak 
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langsung adalah beban pajak harus ditanggung sendiri dan 
tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak 
Penghasilan.
21
 
2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
22
 Menurut 
pengertian secara administrasi pajak tidak langsung adalah 
tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan 
hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. 
Sedangkan menurut ekonomis pajak tidak langsung adalah 
beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohya 
adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah.
23
 
c. Berdasarkan Sasaran 
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama 
keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan. 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama 
pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 
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Contonhnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah.
24
 
4. Subjek Pajak dan Objek Pajak 
a. Subjek Pajak 
Subjek Pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya 
yang memenuhi syarat-suarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal 
atau berkedudukan di Indonesia (lihat juga Bab sub B). Subjek 
Pajak dari pajak langsung adalah tetap, dan dikenakan secara 
periodik, sedangkan subjek pajak tidak langsung adalah tidak tetap, 
dan hanya dikenakan pajak secara incidental, jika tatbestand yang 
ditentukan oleh undang-undang dipenuhi.
25
 
Pajak yang subjektif (atau pribadi) adalah pajak yang besarnya 
ikut ditetukan oleh keadaan dan status wajib pajak (yaitu bujangan, 
kawin, kawin dengan anak, dan sebagainya). Pajak yang objeknya 
adalah pajak yang besarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau 
status wajib pajak, melainkan ditentukan semata-mata oleh 
keadaan objek, seperti Cukai tembakau, Pajak Kendaraan 
Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya.
26
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b. Objek Pajak 
Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan 
sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun 
peristiwa. Dalam bahasa jerman disebut tatbestand. Misalnya
27
: 
1) Keadaan : kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, 
memiliki kendaraan bermotor, radio, televise, memiliki tanah 
atau barang tak gerak, menempati rumah tertentu (kebanyakan 
secara statis/tetap); 
2) Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, 
mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau 
keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian keluar negeri; 
3) Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh karena secara 
tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di luar 
kehendak manusia. 
Dapat dibedakan objek pajak dari pajak langsung dan objek 
pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung, besarnya pajak 
dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak (Cukai, PPN), tetapi 
objeknya saja yang menentukan. Pada pajak langsung besarnya 
pajak yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh 
keadaan wajib pajak (kawin, tidak kawin, kawin mempunyai anak, 
dan sebagainya).
28
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Kebalikan dari pajak subjektif adalah pajak yang objektif. 
Pajak yang objektif adalah pajak yang erat sekali hubungannya dengan 
objek pajak sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada 
keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak 
dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Pajak objektif ini dalam 
literature disebut juga pajak yang bersifat kebendaan dan zakelijk.
29
 
Sebagai contoh dapat ditemukan Bea Masuk, Cukai Tembakau, 
Cukai Bensin, dan sebagainya. Pajak yang berupa cukai atas tembakau 
tidak menghiraukan keadaan wajib pajak. Barang siapa membeli 
rokok, dialah yang harus membayar cukai, tak pandang apakah yang 
membeli rokok itu seorang miliyarder atau seorang gembel.
30
 
Pajak yang sifatnya objektif ini lazimnya tidak dipungut 
sendiri, melainkan dimasukkan ke dala harga barang sehingga sering 
sekali orang tidak menyadari, bahwa dalam harga barang sehingga 
sering sekali orang tidak menyadari, bahwa dalam harga barang itu 
(rokok, bensin) sudah termasuk pajak. Maka oleh sebab itu 
pemungutan pajak objektif yang tidak langsung ini lazimnya mudah 
sekali, tetapi sukar diperkirakan sebelumnya.
31
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Negara yang sedang berkembang sering memungut pajak 
objektif ini, bahkan lazimnya hasil pajak objektif/yang tidak langsung 
itu lebih besar dari pada hasil pajak langsung.
32
 
Ditinjau dari segi keadilan dan dari segi kekuatan pikul, pajak 
ini kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi karena cara pemungutannya 
sangat mudah, oleh negara-negara (baik negara berkembang maupun 
negara industri) kehadirannya dalam buget negara belum dapat 
dihilangkan sama sekali.
33
 
Di Indonesia, pajak-pajak yang dapat digolongkan dalam 
pajak-pajak objektif adalah antara lain Pajak Pertambahan Nilai, Bea 
Masuk, Cukai Tembakau, Ckai Bensin, Pajak Pembangunan I, Pajak 
Kendaraan Bermotor, dan sebagainya.
34
 
5. Pemungutan Pajak 
Di negara-negara yang menganut faham undang-undang, segala 
sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undnag-
undang. Dalam undang-undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 
2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh Negara. Dalam pasal 
itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea 
dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan 
undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan 
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kekayaan dari sektor swasta ke sector pemerintah (untuk membiayai 
pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (tegen prestasi) yang 
langsung ditunjuk. Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaaan 
rakyat yang diserahkan kepada Negara. 
Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu kesektor lain 
tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila 
terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan. Itulah 
sebabnya di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: NO tasation 
without representation (tidak ada pajak tanpa undang-undang) dan 
Amerika: Taxation without representation is robbery (pajak tanpa 
undang-undang/perwakilan adalah perampokan).
35
 
Di samping adanya Undang-Undang yang memberikan jaminan 
hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor 
lainnya yang harus diperhitungkan oleh Negara adalah rasa keadilan 
bagi wajib pajak, sebab tingkat keidupan serta daya pikul anggota 
masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang 
mampu, dan tidak mampu. Hukum pajak harus berdasarkan pada 
keadilan. 
36
  
Sistem pemungutan pajak ada beberapa cara untuk memungut 
pajak yang dalam Bahasa Belanda “stelse” atau “system”. Pungutan 
(heffing) dapat dipungut di muka (voorheffing) atau dipungut 
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dibelakang (naheffing). Sistem pungutan di muka mengenakan pajak 
pada permulaan tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, 
sedang sistem pungutan pajak di belakang memungut pajak di 
belakang, artinya pajak dipungut setelah tahun berakhir (tidak pada 
akhirnya tahun) jadi pada awal tahun yang mengikuti tahun pajak yang 
bersangkutan.
37
 
6. Syarat Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. 
Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun 
bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena 
dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka 
pungutan pajak harus memenuhi persayaran yaitu
38
 : 
a. Pemungutan pajak harus adil 
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan 
untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil 
dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 
Contohnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, 
pajak diperlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi 
syarat sebagai wajib pajak, sanksi atas pelanggaran pajak 
diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya. 
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b. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar 
tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 
perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai 
merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha 
masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan 
menengah. 
c. Pungutan pajak harus efesien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan 
pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima 
lebih rendah dari pada biaya pengurus pajak tersebut. Oleh karena 
itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk 
dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami 
kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan 
maupun dari segi waktu. 
d. Sistem pungutan pajak harus sederhana 
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 
memberikan dampak positif bagi para ajib pajak untuk 
meningkatkan kesadaran dala pembayaran pajak. Sebaliknya, jika 
sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan 
membayar pajak. Contoh, Bea Materai disederhanakan menjadi 2 
41 
 
macam tarif Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 
yaitu 10 %. 
7. Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel
39
: 
a. Stelsel  nyata (riil stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
pajak, yakni setelah penghasilannya baru dapat dilakukan pada 
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 
telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 
dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat 
dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 
tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya. 
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c. Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya 
pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut 
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. 
Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya 
dapat diminta kembali. 
8. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi
40
: 
a. Official Assesment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. Ciri-ciri Official Assesment System: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang  berada 
pada fiskus 
2) Wajib Pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus 
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b. Self-assessment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 
c. Withhholding System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga untuk memotong atau memungut  besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
9. Tarif Pajak 
Untuk dapat menghitung besarnya pajak yang diperlukan dua 
unsur, yaitu, jumlah dasar perhitungan dan tarif. Jumlah dasar 
perhitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masig-masing 
undang-undang pajak (mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan, 
dan sebagainya). Tarif perpajakan ada beberapa macam yaitu, tarif 
tetap, tarif proporsional (sepadan), tarif progresif dan tarif 
degresif.tetapi apa pun sifatnya, tarif pasti ditetapkan dalam suatu 
jumlah tertentu atau suatu persentase tertentu.
41
 
Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, 
tidak berubah-ubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan 
berubah.; Tarif pajak proporsional atau tarif yang sepadan adalah tarif 
yang berupa suatu persentase tetap yang tidak berubah-ubah. Tetapi 
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jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah 
uang yang harus dibayar brubah juga.; Tarif progresif adalah tarif yang 
persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah jumlah yang 
dijadikan dasar perhitungan menarik.; Tarif degresif adalah tarif yang 
persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar 
perhitungan naik.
42
 
 
B. Maṣlaḥah Mursalah  
1. Perkembangan Teori Maṣlaḥah 
Ulama yang dianggap paling berjasa dalam penyusunan kaidah-
kaidah penalaran ialah Imam al-Syafi‟I (w. 204 H/820 M). Hasil 
pemikiran Imam Syafi‟I di bidang metodologi ini dianggap paling 
sistematis serta sebagai koreksi dan penyempurna atas kaidah-kaidah 
yang disusun dan digunakan oleh Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 
M), Imam Malik (w.179 H/795 M) dan para ulama lain pada masa itu. 
Kaidah-kaidah kemudian dilengkapi dan disempurnakan lagi, terutama 
oleh para ulama generasi al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah dan generasi 
Fakhr al-Din al-Razi di abad ke-6 Hijriah, sehingga di tangan mereka 
itulah kaidah maslahah dianggap relative buku dan sempurna.
43
 
Imam al-Ghazali (w.505 H/1047 M), yang merupakan murid 
dari Imam al-Haramain al-Juwaini, telah menulis suatu bab dalam 
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bukunya Al-Mustasfa untuk membahas otoritas maslahat sebagai 
pertimbangan penerapan hukum, dan untuk menjelaskan mekanisme 
penggunaannya agar dianggap memenuhi syarat. Al-Ghazali telah 
membagi maslahat dari segi pengakuan syara’ menjadi mu’tabarah 
mulghah dan mursalah; dari segi kekuatannya beliau membagi 
menjadi darûriyyãt, hãjiyyãt dan tahsîniyyãt, dari segi kebutuhan 
makhluk (yang ingin dilindungi oleh khalik) dibagi menjadi lima, yaitu 
perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
44
 
Menurut beliau maslahat dapat digunakan apabila bersifat 
darurah, qaṭ’iyyah dan kulliyah. Lebih dari itu, maslahah juga harus 
sejalan dengan maksud  atau dasar nash dalam jumlah yang relative 
banyak serta di dukung pula oleh ijma’ dan diproses melalui pencarian 
dan pembedaan ‘illat. Beliau menggunakan istilah istiṣlah untuk 
menyebut kegiatan penalaran yang berupaya menetapkan hukum 
syara’ berdasar pertimbangan maslahat. Terlihat bahwa beliau 
berusaha menyempurnakan bahan yang sebelumnya yang telah 
diuraikan oleh gurunya, namun tetap menjadikannya sebagai bagian 
dari pelarian lain, tidak boleh sebagai penalaran yang berdiri sendiri.
45
 
Sesudah masa al-Ghazali, upaya menjadikan istiṣlahiah sebagai 
bagian penting di dalam penalaran terus berlanjut dan terus  mendapat 
pendukung.  Setidaknya ada empat nama yang sering dikutip sebagai 
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tokoh yang memberi penghargaan relative tinggi kepada istiṣlahiah, 
yaitu „Izz al-Din ibn „Abd al-Salam (w.660 H/1209 M). al-Qarafi 
(w.684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufiy (w.716 H), Ibnu Taimiyyah 
(w.728 H/1330 M), Ibnu Qayyim al-Jawzi (w.751 H/1350 M). menurut 
mereka, maslahat harus dipertimbangkan serta sungguh-sunggu 
sedemikian rupa dalam kegiatan penetapan hukum, sehingga hasil 
suatu penalaran tidak dianggap sempurna kalau belum 
mempertimbangkannya.
46
 
2. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Dari segi bahasa, kata al-maṣlaḥah adalah seperti lafazh al-
manfa’at, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu 
kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shakah, seperti 
halnya lafazh al-manfa‟at sama artinya dengan al-naf’u.47 
Bila juga dikatakan bahwa al-maṣlaḥah itu merupakan bentuk 
tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih. Pengarang Kamus Lisan Al-
‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-maṣlaḥah yang berarti al-shalah 
dan al-maṣlaḥah yang berarti bentuk tunggal dari al-maṣlaḥih. 
Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun 
melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, 
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ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan 
penyakit. Semua itu bisa dikatakan maṣlaḥah.48 
Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) 
adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk 
mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan mahkluk-Nya.
49
 
Dengan demikian, al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah suatu ke-
maṣlaḥat-an yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 
pembatalnya. 
50
 
Maṣlaḥat mursalah atau maṣlaḥat muthlaqah menurut 
pengertian ahli ushul fiqh adalah
51
: 
 “Ke-maṣlaḥat-an yang searah dengan tujuan syariat al-Islam 
(Allah SWT), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau 
menolaknya.” 
Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan  
istilah al-Maṣlaḥah al-Mursalah itu dengan kata al-munasib al-
mursal.” Ada pula yang menggunakan al-istiṣhlah dan ada pula yang 
menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut 
walaupun tampak sama memiliki atu tujuan, masing-masing 
mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan 
atas dasar mashlahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:
52
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a. Melihat maṣlaḥah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. 
Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi 
akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki ke-
maṣlaḥat-an. Akan tetapi, ke-maṣlaḥat-an tersebut tidak didasarkan 
pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah 
tersebut. Ke-maṣlaḥat-an ditinjau dari sisi ini disebut al-maṣlaḥah 
al-mursalah (maṣlaḥah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi 
sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam. 
b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara‟ (al-washf al-
munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum 
tercipta sesuatu ke-maṣlaḥat-an. Misalnya surat akte nikah tersebut 
mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, antara lain 
untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini 
tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia 
disebut al-munasib Al-mursal (kesesuaian dengan tujuan syara‟ 
yang terlepas dari dalil syara’ yang khusus). 
c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahah yang 
ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan 
suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan 
syara’. Proses seperti ini disebut istiṣhlah (menggali dan 
menetapkan suatu maṣlaḥah). 
Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka 
dipakai istilah al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Istilah ini yang paling 
49 
 
terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munasib 
al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-
Qadhi Al-Baidhawi: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-
istiṣhlah, yang dipakai Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa (Al-
Ghazali: 311), atau dipakai istilah al-Isti’dal al-mursal, seperti yang 
dipakai Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat, juz 1: 
39).
53
 
Walaupun ulama berbeda-beda dalam memandang al-Maṣlaḥah 
al-Mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang 
didalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat 
dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.
54
 
3. Objek Maṣlaḥah Mursalah 
Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat 
diketahui bahwa lapangan al-maṣlaḥah al-mursalah selain yang 
berlandasakan pada hukum syara’ secara umum, juga harus 
diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. 
Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai ke-
maṣlaḥat-an. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam 
lapangan tersebut.
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Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang 
tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari ke-maṣlaḥat-an 
juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, 
ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, 
ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati 
suaminya atau yang diceraikan. dan segala sesuatu yang telah 
ditetapkan ukurannya dan di syariat kan berdasarkan ke-maṣlaḥat-an 
yang berasal dari syara’ itu sendiri.56 
Adapun yang menjadi objek maṣlaḥah al-mursalah adalah 
kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak 
ada satupun nash (Alquran dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. 
Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada 
dalam fikih, menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam kitabnya 
Maṣlaḥat Al-Mursalah menjelaskan bahwa Maṣlaḥat Al-Mursalah itu 
sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan 
semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang 
menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui 
dengan lengkap hikmah ibadah itu.
57
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4. Pembagian Maṣlaḥah Mursalah 
Para ahli ushul fiqh membagi maṣlaḥah menjadi beberapa 
macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :
58
 
a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan ke-maslahat-an, dibagi 
menjadi tiga, yaitu: 
1) Maṣlaḥah Adh-Dharûriyãh adalah ke-maṣlaḥat-an yang 
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia 
dan diakhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti 
apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu ada. Maṣlaḥah 
Adh-Dharûriyãh dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara 
agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) 
memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. 
2) Maṣlaḥah Al-Hãjjiyãh adalah ke-maṣlaḥat-an yang dibutuhkan 
dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) 
sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 
dan memelihara kebutuhan mendasar. Contohnya, dalam 
bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qahsr) salat dan 
berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang 
mu’amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan 
makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli 
pemesanan (bay’ as-salam), kerja sama dalam pertanian 
(muzara’ah), dan perkebunan (musaqqah). 
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3) Maṣlaḥah At-Tahsîniyãh adalah ke-maṣlaḥat-an yang sifatnya 
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi ke-
maṣlaḥat-an sebelumnya. Atau maṣlaḥah yang kebutuhan 
hidup manusia kepadanya tidak sampai tingk at dharûri, juga 
tidak sampai tingkat hãjjiyãh, namun kebutuhan tersebut perlu 
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan 
bagi hidup manusia. Contohnya, dianjurkan untuk memakan 
makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan 
ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai 
jenis cara menghilangkan najis dari abdan manusia. 
b. Dilihat dari segi kandungan maṣlaḥah, dibagi kepada:  
1) Maṣlaḥah Al-‘Ammah adalah ke-maṣlaḥat-an yang 
menyangkut kepentingan orang banyak. Ke-maṣlaḥat-an ini 
tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa 
berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. 
Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar 
bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut 
kepentingan orang banyak. 
2) Maṣlaḥah Al-Khashshanah adalah ke-maṣlaḥat-an pribadi dan 
ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan 
dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang 
dinyatakan hilang (mauquf). 
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c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maṣlaḥah, menurut 
Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi: 
1) Maṣlaḥah Ats-Tsabitah adalah ke-maṣlaḥat-an yang bersifat 
tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai 
kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. 
2) Maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah adalah ke-maṣlaḥat-an yang 
berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan 
subjek hukum. Ke-maṣlaḥat-an seperti ini berkaitan dengan 
permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam 
masalah makanan yang berbeda-beda anatara satu daerah 
dengan daerah lainnya. 
d. Dilihat dari segi keberadaan maṣlaḥah menurut syara’ dibagi:  
1) Maṣlaḥah Al-Mu’tabarah adalah ke-maṣlaḥat-an yang 
didukung oleh syara’. Maksudnya adanya dalil khusus yang 
menjadi dasar bentuk dan jenis ke-maṣlaḥat-an tersebut. 
Contohnya, hukuman atas orang yang meminum minuman 
keras dalam hadis Rasulullah saw dipahami secara berlainan 
oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang 
dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukum 
bagi orang yang meminum minuman keras. 
2) Maṣlaḥah Al-Mulghah adalah ke-maṣlaḥat-an yang ditolak 
oleh syara’, karena bertentangan dengan ketetntuan syara’ 
menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual 
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disiang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hubungan dengan 
memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau 
memberi makan enam puluh orang fakir miskin (HR.Bukhari-
Muslim). Al-Laits ibn Sa’ad (Ahli fikih Maliki di Spanyol) 
menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi 
orang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual 
dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Para ulama 
memandang bahwa hukum ini bertentangan dengan syara’, 
karena hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan. Ke-
maṣlaḥat-an seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut 
dengan maṣlaḥat al-mulghah dan tidak dapat dijadikan 
landasan hukum. 
3) Maṣlaḥah Al-Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada dalil 
syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya. 
5. Kehujahan Maṣlaḥah Mursalah  
a. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Al-Marsahatul Al-
Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan ereka 
dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas 
oenerapannya. Untuk menjadikan Al-Maṣlaḥatul Al-Mursalah 
sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan: 
1) Ke-maṣlaḥat-an itu sejalan dengan kehendak syara’ dan 
termasuk dalam jenis ke-maṣlaḥat-an yang didukung nash 
secara umum. 
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2) Ke-maṣlaḥat-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 
perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui 
maṣlaḥahatul mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat 
dan menghindari atau menolak ke-mudharat-an. 
3) Ke-maṣlaḥat-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, 
bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
b. Golongan Syafi‟iyah pada dasarnya juga menjadikan maṣlaḥatul 
mursalah sebagai salah satu dalil syara’. akan tetapi, Imam Asy-
Syafi‟I memasukkannya dalam qiyas. Al-Ghazali, mensyaratkan 
ke-maṣlaḥat-an yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-istinbāth-
kan hukum, antara lain: 
1) Maṣlaḥah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 
2) Maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 
nash syara’. 
3) Maṣlaḥah itu termasuk kedalam kategori maṣlaḥah yang 
dharûri, baik menyangkut ke-maṣlaḥah-an pribadi maupun ke-
maṣlaḥah-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama 
untuk semua orang. 
c. Jumhur ulama menerima maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode 
instinbāth hukum, dengan alasan: 
1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa 
setiap hukum mengandung ke-maṣlaḥah-an bagi umat manusia. 
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2) ke-maṣlaḥah-an manusia akan senantiasa dipengaruhi 
perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. 
Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada 
saja, akan membawa kesulitan.
59
 
6. Syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah 
Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan 
dalam memfungsikan maṣlaḥah mursalah, yaitu:  
1) Sesuatu yang dianggap maṣlaḥat itu haruslah berupa maṣlaḥat 
hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan dugaan berkala 
dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan atau 
menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada 
akibat negative yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut 
terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak 
itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah 
maṣlaḥat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang 
menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan 
suami sebagaimana disebut dalam hadis: 
Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah menalak istrinya 
padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada 
Nabi SAW. Maka beliau bersabda: “Suruh Ibnu Umar untuk 
merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau 
hamil.” (HR. Ibnu Majah) 
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Secara tidak langsung Hadis tersebut memberikan informasi bahwa 
pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang 
dalam kasus ini adalah Ibnu Umar. 
2) Sesuatu yang dianggap maṣlaḥat itu hendaklah berupa kepentingan 
umum, bukan kepentingan pribadi. 
3) Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah 
Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’.60 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 
A. Sejarah PPN 
Pajak Pertambahan Nilai atau lebih tepatnya Pajak Penjualan, yang 
dikenal dalam berbagai nama dengan maksud yang senada, apabila 
ditelususri melalui jalur sejarahnya, sudah dikenal berabad-abad yang 
lalu.
1
 
Secara meluas Pajak Penjualan diterapkan di Eropa dalam abad 
pertengahan dan abad-abad berikutnya, terutama di Spanyol diterapkan 
dengan nama”alcabala” dalam abad ke-14 dan kemudian diterapkan di 
beberapa negara lain yang berada dibawah pengaruhnya. Pemerintah 
Kerajaan Spanyol berusaha menerapkan Pajak Penjualan dengan tarif 10% 
(the “tenth penny”) di Belanda selaku salah satu provinsinya yang 
berakibat membawa kearah revolusi yang melahirkan kemerdekaan 
Belanda.
2
 
Dalam tahun 1916, dalam pertengahan Perang Dunia I, Jerman 
berusaha menutup dana yang sangat besar untuk membiayai perang 
dengan jalan menerapkan the Stamp Sales Tax yang pada waktu itu 
merupakan pilihan yang cukup menarik.
3
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Dilihat dari sistem pemugutannya, pajak peredaran yang diterapkan 
ini tergolong sebagai “the multi stage gross turnover tax” sehingga bersifat 
komulatif. Oleh karena itu, banyak para pengusaha, terutama pengusaha 
dalam skala usaha kecil protes kepada pemerintah.Setelah perjalanan 
waktu yang cukup panjang, baru pada 1 Januari 1968, Jerman menerapkan 
nilai tambahan pajak konsumsi atau “Consumption Typo Value Added tax” 
sebagai pengganti Turnover Tax.
4
 
Justru Prancis sebagai negara Eropa pertama yang mengadopsi 
VAT sampai tingkat pedagang dalam tahun 1954, mendahului Jerman 
sebagai pencetus pertama ide VAT. Pada saat Jerman baru menerapkan 
VAT dalam tahun 1968, Prancis telah memperluas objek pajaknya sampai 
dengan penyerahan barang yang dilakukan oleh Pedagang eceran. 
Demikianlah berturut-turut negara-negara di Eropa menerapkan VAT dan 
menjadikan persyaratan bagi setiap negara calon anggota EEC. Negara 
Eropa yang menjadi VAT setelag Prancis adalah Denmark pada 1967 dan 
Jerman pada 1968, kemudian diikuti oleh Belanda dan Swedia pada 1969, 
sedangkan Luxemboung dan Norwegia menyusul pada 1970. Di Belgia 
dan Irlandia, VAT mulai diterapkan secara berturut-turut pada 1971 dan 
1972. Inggris, Italia dan Australia menyususn pada tahun 1973.
5
 
Adapun negara-negara diluar Eropa yang menerapkan VAT, 
dimulai dari negara Pantai Gading (the Ivory Coast) tahun 1960, Senegal 
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tahun 1961, Brazilia dan Equador secara berturu-turut tahun 1967 dan 
1970. Sedangkan Uruguay sejak 1975 adalah Argentina, Chili, Costa Rica 
dan Peru. Honduras menerapkan VAT sejak 1976 serta Panama mulai 
1977. Kemudian pada 1978 Mexico menerapkan VAT, disusul oleh Haitiu 
pada 1982, Guatemala dan Republik Dominica pada 1985.
6
 
Demikian pula Granada, Maroko, New Zealand, Nigeria, Portugal, 
dan Spanyol menyusul pada 1986. Secara berturut-tururt Israel, Yunani 
dan Hongaria masing-masing menerapkan VAT mulai 1976,1987, dan 
1988.
7
 
Adapun Vietnam merupakan negara Asing Pertama yang 
menerapkan VAT, pada 1973, kemudian disusul oleh Korea dalam tahun 
1977, Republik Rakyat Cina dalam tahun 1984, sedangkan Indoensia 
menerapkan VAT dalam tahun 1985 bersamaan dengan Turki. Demikian 
pula India mulai menerapkan VAT tahun 1986 yang kemudian menyusul 
Filipina melakukan hal yang sama pada 1988. Lim Ebrill dalam bukunya 
The Modetn VAT menyatakan bahwa pada tahun 2000 lebih dari 120 
negara yang menerapkan VAT, yang meliputi sekitar 70% dari penduduk 
dunia.
8
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Adapun perjalanan sejarah Pajak Pertambahan Nilai sebagai 
subkelompok dari Pajak Tidak Langsung, di Indonesia secara garis besar 
dapat digambarkan sebagai berikut
9
: 
1. Masa Pajak Pembangunan I (PPb I) 
Pada Permulaannya, pajak ini dipungut secara sukarela. Secara resmi 
pada 1 Juni 1947, di pungut PPb I atas rumah makan, penginapan dan 
penyerahan jasa di rumah-rumah makan. PPb I ini pada awalnya 
merupakan pajak pusat namun kemudian dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1956 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam 
rangka perimbangan keuangan negara dengan daerah-daerah yang 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 yang berisi ketentuan tentang 
penyerahan pajak pusat kepada daerah ditetapkan bahwa Pajak Pusat 
diserahkan ke Dati II, namun bila belum terbentuk atau tidak terbagi 
dalam Dati II, maka Dati I dapat memungut sendiri. Kebijaksanaan 
tarifnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. 
2. Masa Pajak Peredaran 
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1950 yang 
disebut Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 mulai berlaku 1 Januari 
1951. Objek Pajak Peredaran adalah penyerahan barang dan jasa, yang 
dilakukan di Indonesia oleh Pengusaha dalam kalangan perusahaan. 
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Tarif PPe: 3% dari Jumlah yang melebihi peredaran setahun sebesar f 
4.000,- atau peredaran dalam tiga bulan sebesar f 1.000,-. 
3. Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951) 
Sebagai ganti Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif diberlakukan 
Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan Undang Draurat Nomor 19 
Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1951, yang 
kemudian di tingkatkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 1953. Undang-undang ini lebih popular di sebut 
sebagai Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Ditinjau dari tingkat 
pemungutannya, merupakan single stage tax pada tingkat pabrikan 
sehingga dapat juga dinamakan  a manufacturer’s sales tax. 
Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 mengalami perluasan objek 
pajak. Perluasan yang pertama dilakukan dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959, Pajak Penjualan 
dikenakan atas penyerahan 18 jenis jasa. Sedangkan perluasan jasa 
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968, Pajak Penjualan 
dieknakan atas pemasukan barang dari luar neger ke daerah pabean. 
Sebelumnya Pajak Penjualan atas impor yang dikenakan dengan nama 
Pajak Masukan, dengan Undang-Undang Nomor 33 Prp Tahun 1960 
dinyatakan dihapus. 
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4. Masa Pajak Pertamabhan Nilai 1984 (PPN 1984) 
Untuk mengantisipasi sifat komulatif pelaksanaan UU PPn 1951 
tersebut, dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan 
Nasional tahun 1983, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang dinamakan 
Undang-Undang Pajaka Pertambahan Nilai 1984. Pajak ini termasuk 
ke dalam kelompok Non-Comulative Multi Stage Sales Tax. Undang-
undang yang baru ini secara efektif berlaku sejak 1 April 1985. Sifat 
nonkomulatif dari Pajak Pertamabahan Nilai terletak pada mekanisme 
pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (Added Value) 
dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 
Pada akhir 1994 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 
tentang Pajak Pertmabahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995.  
Kemudian dilakukan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2000 yang mulai berlaku dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 
yang mulai berlaku tanggal 1 April 2010. 
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B. Definisi PPN  
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai
10
: 
1. Pajak Tidak Langsung 
2. Pajak konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat 
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (multi-stage 
levy). 
Sifat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu
11
: 
1. Menghilangkan pajak berganda 
2. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya 
3. Menghindarkan penyelundupan pajak 
4. Netral dalam perdagangan Internasional 
5. Netral dalam persaiangan dalam negeri 
6. Netral dalam pola konsumsi 
7. Mendorong ekspor 
Prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah
12
: 
1. Prinsip tempat tujuan (destination) 
Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat barang atau jasa tersebut 
dikonsumsi. 
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2. Prinsip tempat asal 
Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat asal barang atau jasa yang 
akan dikonsumsi. 
Menurut Pasal 1 UU PPN beberapa istilah yang akan banyak 
ditemui dalam pembahasan PPN, antara lain:
13
 
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat 
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang 
didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai 
kepabean. 
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang 
tidak berwujud. 
3. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. 
4. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah 
Pabean ke dalam Daerah Pabean. 
5. ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah 
Pabean keluar Daerah Pabean. 
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6. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menujual, termasuk 
kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. 
7. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah 
bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru 
atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya 
alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan 
kegiatan tersebut. 
8. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang 
membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak 
tersebut. 
9. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang 
membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena 
Pajak tersebut. 
 
C. Objek PPN 
Objek PPN adalah:
14
 
1. Penyerahan Barang Kena pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh Pengusaha: 
a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 
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b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak 
Berwujud; 
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. 
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP); 15 pajak juga di pungut pada saat 
impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 
3. Peneyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha. 
Syarat-syaratnya adalah: 
a. Jasa yag di serahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) 
b. Peyerahan di lakukan di dalam Daerah Pabean; dan  
c. Penyerahan di lakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. 
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
16
suatu penyerahan BKP tidak 
berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak terkena PPN atau tidak 
tergantung dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut; 
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a. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai 
piutang oleh PKP. 
b. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud tagih oleh PKP. 
c. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud di terima 
pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP. 
d. Saat ditandatangani kontrak atau perjanjian oleh PKP, dalam hal 
saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan 
huruf c) tidak diketahui. Contoh: pengusaha A yang berkedudukan 
di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki 
Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan 
merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang 
Pajak Pertambahan Nilai. 
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean;
17
 Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean dikenai 
Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di 
Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang 
berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
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7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha 
Kena Pajak; 
18dan yang dimaksud dengna “Barang Kena Pajak tidak 
berwujud” adalah: 
a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang 
kesusastraan, kesenian atau karya iliah, panen, desaian atau model, 
rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk. 
b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan 
industrial, komersial, atau ilmiah. 
c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 
industrial, atau komersial. 
d. Pemberian bantuan tambahan atau plengkap sehubungan dengan 
penggunaan atau hak menggunkan hak-hak tersebut pada huruf a, 
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlegkapan tersebut 
pada pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi 
tersebut pada huruf c, berupa: 
1)  Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat 
melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa. 
2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau 
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio 
yang disiarkkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, 
atau teknologi yang serupa. 
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3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh 
spectrum radio komunikasi. 
e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion 
picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita 
suara untuk siaran radio. 
f. Pelepasan seluruhya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial 
atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 
9. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut 
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pegusaha Kena Pajak 
(PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak 
dapat dikreditkan. 
 
D. Subjek PPN 
Meskipun pangkal eksistensi PPN bermuara pada penyerahan 
objek pajaknya, namun tidak akan mungkin terjadi peyerahan jika tidak 
terdapat subjek pajak yang melakukannya. Dalam Undang-undang 
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disebutkan bahwa yang menjadi subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak 
(PKP).
19
 
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 
penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan 
Undang-Undang, termasuk Pengusaha Kecil yang memilih untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
20
 
Dapat disimpulkan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan 
BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor 
BKP diwajibkan:
21
 
1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. 
2. Memungut pajak yang terutang . 
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran 
lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta 
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang 
terutang. 
4. Melaporkan penghitungan pajak. 
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E. Mekanisme Pengenaan PPN 
Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:
22
 
1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh 
PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual 
tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan 
Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pungutan berupa 
faktur pajak.  
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 
memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak 
Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjualan wajib 
membuat faktur pajak. 
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jagka waktu yang lamanya sama 
dengan satu bulan takwin). Jumlah Pajak Keluaran lebih besar 
daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas 
negara. 
4. Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil 
daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta 
kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 
5. Pelapor penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
(SPT Masa PPN). 
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F. Pemugutan PPN 
Berdaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara ditetapkan sebagai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Contoh 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
23
 
1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten, 
atau kota. 
Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah adalah Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan 
Kas Negara.
24
 
PPN dan Pajak Penjual atas Barang Mewah (PPnBM) yang 
terutang di pungut, di setor, dan di laporkan oleh Pungut PPN atas nama 
Pengusaha Kena Pajak rekanan.
25
 
1. Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
a. Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan 
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 
dengan demikian tidak perlu ada surat keputusan khusus 
penunjukan sebagai Pemungut Pajak, namun tetap wajib 
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mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). 
b. Memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan 
Barang Kena pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena pajak (JKP) kepada 
instansi pemerintah atau badan-badan tertentu. 
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) yang dipungut oleh Pemungutan Pajak wajib 
disetorkan ke Bank Persepsi atau Kanator Pos dan Giro. 
d. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan oleh Pemungut 
Pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
26
 
2. Objek Pemungutan PPN 
a.  Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungutan PPN. 
b. Atas perolehan BKP/JKP oleh Pemungutan PPN. 
3. Saat Pemungutan PPN 
a. Pemungutan dan Pencatatan, penyetor PPN yang dipungut, 
dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanaan 
pemerintah 
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b. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh 
Bendaharawan Pemeritah kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan 
pemeritah
27
 
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut oleh Pemungut 
PPN, jika: 
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.0000,00 
dan tidak merupakan yang terpecah-pecah. Pajak pertambahan 
nilai yang terhutang sehubungan dengan pembayaran yang 
jumlahnya palimg banyak Rp1.000.000, (satu juta rupiah) huruf 
A, di pungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan 
pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. 
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 
c. Pembayaran atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak yang menurut ketentuan per Undang-Undangan 
yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak 
dipungut dan atau dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. 
d. Pembayaran atas rekening telepon. 
e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 
perusahaan penerbangan. 
f. Pembayaran lainnya untuk meyerahkan barang atau jasa yang 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
28
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5. Pelaporan PKP Rekanan Pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN 
Pelaporan PKP Rekanan Pemungutan PPN sebagai berikut: PKP 
Rekanan Pemungutan PPN wajib melaporkan PPN Keluaran atas 
penyerahan kepada Pemungutan PPN pada Masa Kena Pajak saat 
diterimanya pembayaran dari Pemungut PPN. Hal ini karena 
Pemungut PPN baru wajib membayar PPN setelah yang 
bersagkutan melakukan pembayaran kepada PKP Rekanan 
Pemungutan PPN. Dengan demikian, saat terutang PPN adalah 
pada saat pembayaran dan bukan pada saat penyerahan BKP/JKP.
29
 
 
G. Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang termasuk semua 
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena 
penyerahan Barang Kena Pajak (BPK), tidak termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan potongan 
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Menurut pasal 7 UU PPN 
tarif PPN adalah trif tunggal, yaitu
30
:  
1. Tarif Pertambahn Nilai adalah 10% (sepuluh persen)  
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:  
a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud; 
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b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan  
c. Ekspor Jasa Kena Pajak  
3. Tarif pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 
palig rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas 
persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
H. Faktur pajak 
Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan jasa Kena Pajak.
31
 
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
32
 
1. Jenis Faktur Pajak 
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
33
: 
a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; 
b. Penyerahan Jasa Kena Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c; 
c. Ekspor Barang kena Pajak tida berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau 
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d. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf h 
 
I. Tarif PPN 
Menurut pasal 7 UU PPN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN 
sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
34
 
1. Ekspor BKP Berwujud; 
2. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan 
3. Ekspor JKP. 
Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembeb asan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan 
yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan 
kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
35
 
Menurut Pasal 7 ayat (3) UU PPN dijelaskan bahwa berdasarkan 
pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan 
dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tariff 
Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan 
paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif 
tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
                                                             
34
 Mardiasmo, Perpajakan, (Jakarta : C.V, Andi Offset, Edisi Revisi, 2011), hlm.306. 
35
 Ibid., hlm.307.  
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rangka pembebasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara.
36
 
 
J. Karakteristik PPN 
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci 
sebagai berikut
37
: 
1. Pajak Pertabahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung 
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa 
antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan 
penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada 
pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata 
berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa 
Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke 
kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku 
penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh 
karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akakn meminta 
pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau 
Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun 
pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
                                                             
36
Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, Peelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Agota IKAPI, Cetakan 
Pertama, 2002), hlm.213. 
37
 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
Cetakan ke-11, 2015), hlm.22-35. 
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2. Pajak Objektif 
Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak 
yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, 
yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud degan taatbestand 
adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan 
pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagaimana Pajak 
objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan 
Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek 
pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak 
membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara 
konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. 
Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang 
sama, mereka diperlakukan sama. 
3. Multi Stage Tax 
Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertamabahan Nilai 
yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur 
produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang 
menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan 
(manufacturer) kemudian di tingkat pedagang besar (wholesaler) 
dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang 
pengecer (retailer) dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
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4. Pajak Pertambahan Nilai di pungut dengan alat bukti Faktur Pajak 
Metode pengkreditan yang digunakan dalam pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai diwajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur 
Pajak sebagai bukti pungutan pajak Di pihak lain, bagi pembeli, 
penerima jasa atau importer merupakan bukti pembayaran pajak. 
Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah Pajak Masukan 
dan Pajak Keluaran dalam memperoleh besarnya Pajak pertambahan 
Nilai yang wajib disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak. 
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum dalam 
Negeri 
Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak 
Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak 
yang dilakukan didalam negeri. Jadi sejumlah komoditi yang diimpor 
dari negara lain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan 
komoditi yang diekspor ke negara lain sebaliknya yaitu dengan 
dibebani Pajak Pertamabhan Nilai. 
6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral. 
Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua 
faktor, yaitu: 
a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa 
b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan 
(destination principle) 
7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda 
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BAB IV 
ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PERSPEKTIF 
MAṢLAḤAH MURSALAH 
 
A.  Pajak Dalam Islam 
  Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 
Dharibah, yang berasal dari kata  ب رضات رض  , ب رضي ,   yang 
artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan 
atau membebankan, dan lain-lain.
1
 
 Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam menggunaannya 
memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan 
dharibah untuk menyebut harta yang diungut sebagai kewajiban. Hal ini 
tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara 
dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj 
merupakan dharibah.
2
 
Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara 
untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa 
dikategorikan dharibah.
3
 
Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak yang 
dimaksud untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah 
                                                             
1
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Ed 1, 2007), 
hlm.27.  
2
Ibid., hlm.27-28.  
3
 Ibid.,hlm. 27-28. 
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beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya 
beban pertama, yaitu zakat.
4
 
Dengan demikian, pengertian pajak (dharibah) tetaplah “beban 
tambahan “ yang dipikul kepada kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh 
negara dari sumber-sumber yang utama, seperti Ghanimah, Shadaqah 
(zakat dan „ushr), Fay‟i (jizyah, kharaj dan „ushr), dan sumber pendapatan 
sekunder lainnya.
5
 
Abdul Qadim Zallum berpendapat:
6
 “Pajak adalah harta yang 
diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai 
kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas 
mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.” 
Definisi yang dikemukakan Zallum terangkum lima unsur pokok 
yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak 
menurut syariat, yaitu; diwajibkan oleh Allah Swt; objeknya adalah harta 
(al-mâl); subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk 
non-Muslim; tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum 
Muslim) saja; diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang 
harus segera diatasi oleh Ulil Amri.
7
 
Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip 
penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi 
empat unsur; harus adanya nash (Alquran dan al-Hadis) yang 
                                                             
4
Ibid., hlm.30-31.  
5
Ibid., hlm.30-31.  
6
Ibid.,hlm.32.  
7
Ibid., hlm.32-33.  
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memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya; adanya 
pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim; sistem 
pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya 
dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul 
beban utama; adanya tuntutan ke-maṣlaḥat-an umum.8 
Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban 
yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ullil Amri sebagai 
kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena 
kekosongan/kekurangan baitu mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal 
sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, 
dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan 
kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah 
datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.
9
 
Dari definisi diatas juga terlihat perbedaan antara pajak (dharibah) 
dengan kharaj dan jizyah, yang sering kali dalam berbagai literature 
disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya, ketiganya berbeda. 
Objek pajak (dharibah) adalah al-Mâl (harta), objek jizyah adalah jiwa 
(an-nafs), dan objek kharaj adalah tanah (status tanahya). Namun jika 
dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (dharibah) adalah harta, sama 
dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (dharibah) adalah pajak 
tambahan sesudah zakat.
10
 
                                                             
8
Ibid., hlm.33.  
9
Ibid.  
10
Ibid., hlm.32-34.  
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Karakteristik pajak menurut Islam yaitu:
11
 
1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh 
dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul 
mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 
Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi 
pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non 
Islam adalah abadi (selamanya). 
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk membiayaan yang 
merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang 
diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 
Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga 
tanpa membedakan agama. 
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut 
dari non-Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai 
keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak 
menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam 
tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh 
diskriminasi. 
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak 
dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki 
kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok kebutuhan lainnya 
bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat 
                                                             
11
Ibid., hlm.34-45.  
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sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas 
orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang 
tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau 
jasa) yang di konsumsi. 
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 
yang diperlukan, tidak boleh lebih. 
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut 
teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber 
pendapatan. 
Negara memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang kaya 
agar membantu masyarakat yang miskin. Sebab, negara adalah yang 
bertanggungjawab terhadap ke-maṣlaḥat-an dan kesejahteraan rakyat nya 
yang di alokasikan untuk sektor-sektor tersebut bisa mencukupi dengan 
cara memberlakukan kewajiban pajak yang adil dengan mekanisme pajak 
progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula 
pajak yang harus di bayarkan juga di sesuaikan dengan tingkat kekayaan 
dan kelapangan ekonomi yang dimiliki.
12
 
Pajak yang diwajibkan yang di wajibkan oleh penguasa muslim 
karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk 
mencegah kerugian yang menimpa sedangkan perbendaharaan negara atau 
untuk mencegah kerugian yang menimpa, kebutuhan tersebut, maka dalam 
kondisi tersebut para ulama’ sepakat membolehkan menetapkan pajak atas 
                                                             
12
M. Nailul Rifqi, Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam konsepp perpajakan di 
Indonesia, Jurnal Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.  
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orang-orang kaya dalam rangka menerapkan maṣlaḥah dan sesuai dengan 
kaidah ushul “suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk 
menghindari pengorbanan yang lebih kecil dapat di relakan untuk 
menghindari pengorbanan yang lebih besar” dan bahwa “sesuatu yang 
apabila suatu kewajiban tidak dapat di lakukan tanpa nya, maka sesuatu itu 
hukumnya wajib”. Dengan demikian, para penguasa berhak menetapkan 
besarnya pajak atas rakyatnya. Jika sumber-sumber daya negara tidak 
mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi 
kepentingan umum. Jika manfaat itu memang di nikmati rakyat, 
mewajibkan mereka membayar ongkosnya.
13
 
Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa:
14
 
Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz 
dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan 
keadilan dan kemurahan, tidak di perbolehkan melebihi kemampuan 
rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak 
mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf 
mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak 
menurut kemampuan rakyat yang terbebani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
13
 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah …, hlm.184. 
14
Ibid., hlm.183-184.  
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B. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 
Gambar.1. 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Buku Pajak Perta 
Sumber: Buku Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, pajak 
tidak langsung ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara 
pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas 
pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul 
beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas 
pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang 
bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. 
Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpanan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggung 
jawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena 
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Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan 
juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.
15
 
Sebagai pajak tidak langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang ekonomi, beban pajak 
dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang 
atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan dalam sudut pandang 
yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada 
di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis 
ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam Pajak Pertambahan Nilai 
apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang 
kepada penjual atau penguasa jasa, pada hakikatnya sama dengan telah 
membayar pajak tersebut ke kas negara.
16
 
 
C. Analisis Pajak Pertambahan Nilai tinjauan Maṣlaḥah Mursalah 
Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan maṣlaḥah mursalah 
karena:  
1. Pelaksanaan PPN mendatangkan maṣlaḥah untuk kehidupan manusia 
secara utuh menyeluruh dan menjauhkan atau menolak ke-mudharat-
an. Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebuah kebijakan pemerintah, 
dalam upaya untuk, meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia guna 
menopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
                                                             
15
Untung Sukardji, Pajak Pertamabhan Nilai, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
Cetakan ke 11, 2015), hlm.22-23. 
16
Ibid.   
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Karena memang penerimaan pajak di Indonesia belum pernah 
memenuhi target yang telah ditentukan. Apabila pajak tidak terpenuhi 
maka segala program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat 
sebagai bentuk kewajibannya tidak bisa untuk terpenuhi. 
2. PPN kepentingannya untuk kepentingan masyarakat umum bukan 
kepentingan pribadi. Karena sebenarnya PPN ini memiliki manfaat 
yang sangat besar sekali. Berikut ini adalah manfaat PPN antara lain: 
pajak ini akan turut memberikan perubahan dalam negeri kita seperti 
ikut dalam menjadi dana bantuan pembangunan; untuk membayarkan 
biaya perjalanan barang; menjadi sumber devisa bagi negara; menjadi 
dana untuk ketahanan negara.
17
 Pembayaran pajak ini sebenarnya 
sangat penting sekali karena memang bisa membantu kita dalam 
mengembangkan segala fasilitas yang ada dalam negeri kita. Jadi 
pembayaran yang tepat waktu akan membantu pemerintah dalam 
membuat fasilitas yang baru. 
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga 
atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber 
penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama 
penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit 
untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya 
meliputi: Pembangunan sarana umum Seperti Fasilitas dan 
Infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 
                                                             
17Masdar Farid Mas’udi,Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, 
(Bandung: PT Mizan Pustaka, Cetakan I, 2010), hlm.143-144. 
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sakit/puskesmas; Pertahanan dan Keamanan mulai dari bangunan, 
senjata, perumahan sampai gaji-gajinya; Subsidi pangan dan Bahan 
Bakar Minyak; Kelestarian Lingkungan hidup, budaya; Dana Pemilu, 
transportasi masal dan lain-lain.
18
 
Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka 
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga 
negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, 
menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya 
dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan 
untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat 
dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan 
untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik 
dalam hal pembinaan dan modal.
19
 
Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi 
suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi 
budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi 
redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan 
ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya 
lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar 
                                                             
18
Haris Hogan, “Mengapa Harus Membayar PPN” dikutib dari 
https://mebiso.com/mengapa-harus-membayar-ppn/  diakses 1 Oktober 2014. 
19
Ibid.  
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merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi 
pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial 
yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.
20
 , dan 
3. PPN tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam 
Alquran atau Sunnah Rasulullah SAW. 
Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebuah kebijakan 
pemerintah, dalam upaya untuk, meningkatkan penerimaan pajak di 
Indonesia guna menopang perekonomian dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi 
untuk membiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan 
mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana 
kaidah ushul fiqh mengatakan;
21
 
ةجاو ىهف هت لاإ ةجاىلا متي لا ام 
Artinya,”Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi 
terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun 
wajib hukumnya.” 
 
Oleh karena itu, tidak boleh di pungut dengan cara paksa dan 
kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum 
Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, 
pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk 
para tentara, gaji para gegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau 
                                                             
20
Ibid.  
 
21
 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2007), 
hlm.188. 
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kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa 
bumi, dan sejenisnya.
22
 
Dalam sebuah kaidah ushul fiqh menyebutkan
23
 : 
”Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat 
adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudarat 
adalah haram.” 
 
Maka, pajak merupakan suatu tuntutan bagi umat Islam, karena 
perintah untuk menunaikan infaq dan shadaqah. Pajak wajib 
ditunaikan selama digunakan untuk kepentingan pembangunan di 
berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan masyarakat. 
Membayar pajak merupakan suatu kewajiban dalam hal menaati ulil 
amri (Pemerintah) selama untuk keselamatan umum dan aktualisasi 
dari solidaritas sosial. Jadi, pajak memiliki banyak manfaat untuk 
mencipkan kemaslahatan umat. 
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut. 
Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah mengambil 
anggaran belanja negara dari keuangan negara yang bersumber dari 
penerimaan negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara. Pajak 
Pertamabhan Nilai merupakan salah satu sumber penerimanaan negara 
                                                             
22
Ibid.  
23
Nashr Farid M. W dan A. Aziz Muhammad. A, Qawa‟id Fiqhihiyyah, terj Wahyu 
Setiawan, (AMZAH, Jakarta, 2015), cetakan ke 5, hlm.73. 
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Indonesia dari penerimaan perpajakan dalam menjalankan roda 
pemerintahan. 
Adapun di Indonesia, sifat dan karakteristik barang yang 
dikenakan pajak ditentukan dalam undang-undang, presentasi tarif 
cukai yang diambil adalah tarif yang tinggi, dan subjek pajaknya 
adalah orang dan badan hukum status agama tidak menjadi acuan 
penentuan tarif, objeknya adalah setiap barang baik dengan tujuan 
untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan. 
Pajak Pertambahan Nilai yaitu cukai atas aktivitas usaha atau 
komoditi tertentu yang dipungut bukan semata-mata atas pertimbangan 
menambah kas negara melainkan juga atas pertimbangan jika tidak 
dikenakan bisa menimbulkan ke-mudharat-an pada masyarakat secara 
lebih luas. Misalnya, cukai atas rokok, minuman keras, atau 
komoditi/kegiatan yang kurang memberikan manfaat kepada 
masyarakat atau bahkan cenderung menimbulkan mudharat (dampak 
negative) terhadap masyarakat.
24
 
Namun hakikatnya pajak yang dikenakan terhadap barang 
tersebut adalah membatasi peredarannya. Disampung itu semua hasil 
penerimaan dari Pajak Pertamabahan Nilai adalah sumber pendapatan 
negara yang digunakan untuk membangun insfrastruktur negara. Pajak 
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(Bandung: PT Mizan Pustaka, Cetakan I, 2010), hlm.143-144. 
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Pertambahan Nilai adalah termasuk salah satu dari dana ke-maṣlaḥat-
an umum nonzakat (pajak) yang ditangani pemerintah.
25
 
Kemudian, mengapa Pajak Pertamabahan Nilai merupakan 
jalan yang dipilih pemerintah, karena Pajak Pertambahan Nilai 
merupakan adanya Pajak Pertambahan Nilai juga tidak akan 
menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda. Kemungkinan 
pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak 
Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak 
Pertamabahan Nilai dipungut atas nilai tambahan saja. 
Oleh karena itu, konsep Pajak Pertamabahan Nilai memiliki 
tujuan yang luhur menjadikan bangsanya tertib, aman, sejahtera dan 
berkeadilan, serta ke-maṣlaḥat-an dunia dan akhirat, namun semua itu 
akan terlaksana dengan baik jika setiap individu memiliki kesadaran 
hukum, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Dengan demikian 
tidak ada pihak yang dirugikan dan terzolimi dengan aturan tersebut, 
menentukan tarif yang adil, agar terhindar dari penyimpangan-
penyimpangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari pembahasan yang telah disampaikan pada beberapa bab 
tersebut, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan : 
1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yaitu pajak 
yang pungutannya di bebankan kepada konsumen, Pajak Pertambahan 
Nilai juga merupakan Pajak Objektif yaitu jenis pajak yang 
pemungutannya tanpa memperhatiakan keadaan wajib pajak. 
2. Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan maṣlaḥah mursalah 
karena pelaksaan PPN benar-benar mendatangkan maṣlaḥah untuk 
kehidupan manusia secara utuh menyeluruh dan menjauhkan atau 
menolak kemudharatan, PPN kepentingannya untuk kepentingan 
masyarakat umum, dan PPN tidak bertentangan dengan ketentuan yang 
ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah SWT. Untuk itu 
karena demi menjaga ke-maṣlaḥat-an umat dan menolak 
kerusakan/hambatan pemeritah mengambil dan melaksanakan 
kebijakan tersebut. 
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B. SARAN 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran yaitu 
masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai dalam 
hukum Islam di perbolehkan. Karena pelaksanaan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) sudah relevan dengan maṣlaḥah mursalah yaitu PPN 
mendatangkan ke-maṣlaḥat-an dan menjauhkan ke-mudharat-an bagi 
kehidupan manusia, kepentingan PPN untuk kepentingan umum bukan 
kepentingan pribadi dan PPN itu tidak bertentangan dengan Alquran dan 
Sunnah Rasulullah SWT. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar 
merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.  
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